
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1531, 2015 KEMEN-PPA. Grand Design. Keterwakilan
Perempuan. DPR. DPD. DPRD. Tahun 2019.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

GRAND DESIGN PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peningkatan keterwakilan politik perempuan di

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan

bagian integral dari upaya untuk mewujudkan kualitas

demokrasi yang berkeadilan gender guna mempercepat

terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik dan

pengambilan keputusan;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan peningkatan

keterwakilan politik perempuan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu disusun langkah strategis dan

koordinasi secara sinergi antara pemerintah, pemerintah

daerah, pemangku kepentingan (stakeholders), dan

masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
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Perlindungan Anak tentang Grand Design Peningkatan

Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5351);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peningkatan

Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1482);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG GRAND DESIGN

PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILU

TAHUN 2019.

Pasal 1

Grand Design Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan di

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Grand Design Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk

meningkatkan jumlah anggota perempuan di Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019 dan

meningkatkan serta memperkuat representasi politik

perempuan.

Pasal 3

(1) Grand Design Peningkatan Keterwakilan Politik

Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah pada Pemilu Tahun 2019 dimaksudkan sebagai

acuan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku

kepentingan (stakeholders) untuk menyusun dan

mengefektifkan langkah operasional dalam perencanaan

dan pelaksanaan program dan kegiatan.

(2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri

dan/atau kerjasama antara pemerintah, pemerintah

daerah, dan pemangku kepentingan (stakeholders).
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Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2015

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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